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Abstract

This research was conducted in Wanio Timoreng village, its purpose was to determine the Community Income Level against Paying Liabilities of Land and Building Tax at Wanio Timoreng Village of Panca Lautang District  in Sidenreng Rappang Regency, and all factors that influence it. Data collection methods used were observation, literature study, questionnaire, and interview. Population was fifty-nine (59) people, all of them were accounted as sample.

The results are the effect of income levels against the obligation to pay Land and Building Tax in Wanio Timoreng Village which resulting a good rate at 94,92%. The income level was in the medium category at 84,75%. The economic level was also in the medium category at 88,14%. The awareness to pay Land and Building Tax against income and economic level was good at 96,61%. Tax payment procedure was easy at 84,75%. People’s understanding of the obligation to pay the tax was good at 96,61%. The timeliness in paying the tax was on time at 72,88%. The tax designation for the development was good at 89,83%. Tax functions as the government’s financial resource were good at 84,75%. The increase in village’s infrastructural development throughout the results and management of land and building tax was up at 81,36%.

The affecting factors such if there were people reluctant or tardy to pay Land and Building Tax was resistant at 89,83%. If the tax system is still difficult to be understood by the public without a good control by the government, it will inhibit at 52,54%.
A. PENDAHULUAN
Peranan Pemerintah Daerah akan semakin besar dalam pembangunan daerah, hal ini pertanda adanya perubahan pengelolaan fiskal yang sangat mendasar, bergerak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yang kemudian sering disebut dengan Desentralisasi Fiskal. Meski kedua Undang-Undang  tersebut cukup memberikan  angin segar bagi daerah  untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, namun daerah perlu memperhatikan  segala implikasinya  adalah tuntutan bagi pemerintah daerah  untuk memiliki kemandirian dalam membiayai  sebagian besar  anggaran  pembangunnnya. Terwujudnya  pelaksanaan Otonomi Daerah secara efektif dan efiesien  akan sangat tergantung pada tersedianya  sumber daya pendukungnya.

Sumber  daya   pendukungya  ini  merupakan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah, baik yang  bersumber dari kebijaksanaan pemerintah pusat (berupa  kebijaksanaan  pajak, retribusi  daerah, sumbangan,  dan  bantuan  pusat ) maupun  yang berasal  dari potensi  daerah (berwujud  peran  serta  masyarakat  dan potensi ekonomi  daerah).

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saat ini pajak bumi bukan lagi merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat inondonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak, demikian juga keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan apabila ada penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan seperti halnya seminar, lokakarya, dialog penyuluhan.

Pajak juga merupakan tulang punggung anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara (APBN). Tanpa pajak, akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan era baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimana Kabupaten/Kota menerima banyak limpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom. Kondisi ini telah memberikan suatu kesadaran bahwa diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan diri, khususnya masyarakat dan aparat pemerintah untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia maupun kualitas sumber daya lain, yang akan berdampak bagi terciptanya kualitas program pembangunan di daerah.

Pelaksanaan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan merata ke seluruh wilayah Republik Indonesia, sudah barang tentu membutuhkan anggaran belanja yang besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut, diharapkan dari sektor pajak. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan sumber penerimaan negara, antara lain dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor perpajakan.

Indonesia sejak diberlakukannya reformasi perpajakan yang pertama pada tahun 1983, pajak dianggap sebagai sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan utama bagi negara. Dengan sistem self assessment, wajib pajak tidak lagi hanya menjadi objek, akan tetapi juga mempunyai kedudukan yang sangat penting di mana hak dan kewajibannya dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan melalui pajak.

Selanjunya, pada tahun 1994, terjadi lagi reformasi perpajakan yang kedua, ditandai dengan perkembangan ekonomi yang bergerak cepat, yang dimotori oleh perkembangan teknologi yang dinamis, dan semkin meningkatnya utang luar negeri bangsa Indonesia, telah mendorong keinginan kuat bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemandirian dalam penerimaan negara.

Dengan perkataan lain, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sistem pemungutan pajak yang dipakai adalah sistem self assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang berhutang. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan wajib pajak, dengan asumsi bahwa setiap wajib pajak akan berlaku jujur terhadap Direktorat Jenderal Pajak, tanpa menyembunyikan data-data yang diperlukan. Namun tidak semua wajib pajak menjalankan dengan sungguh-sungguh kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Disadarilah bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mandiri dan relatif mempunyai tingkat stabilitas tinggi, akan merupakan tumpuan dalam struktur penerimaan negara dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, strategi perpajakan pada periode ini diarahkan untuk mewujudkan harapan penerimaan negara tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menjadi pajak sebagai tumpuan utama dalam penerimaan pendapatan negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sehubungan dengan potensi penerimaan pembiayaan pembangunan dari sektor pajak tersebut, maka setiap anggota masyarakat perlu pemahaman dan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dalam rangka itulah, maka perlu sosialisasi prosedur pemungutan pajak dari pemerintah kepada masyarakat.

Berkenaan dengan perihal tersebut, maka sebagai observasi awal penulis di Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang, ditemukan masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pembangunan di Desa tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, maka dalam proposal penelitian ini penulis mengambil judul yaitu “Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang”.

B. Konsep Pendapatan Masyarakat
Sebelum diuraikan konsep tentang pendapatan masyarakat, penulis  menguraikan terlebih dahulu konsep tentang pendapatan dan konsep tentang masyarakat. 
Pendapatan adalah suatu nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha atau perorangan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha atau perorangan dalam suatu periode tertentu.
Pengertian lain pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa. Pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi. 
(Sumber: www.google/http://definisipengertian.com/2011/pengertian-pendapatan/)
Menurut Mahi (2000:21-22), mengemukakan bahwa aspek “keadilan dan pemerataan” dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, tetapi juga dapat ditinjau menurut antardaerah. Secara interpersonal, menunjukkan apakah pendapatan antar individu atau kelompok anggota masyarakat sudah adil dan merata. Sementara itu antar daerah menunjukkan pemerataan yang terjadi antar daerah, baik antar propinsi maupun antar kabupaten/kota. Kesenjangan antar daerah terlihat makin memburuk, baik ditinjau dari berbagai indikator seperti pendapatan perkapita antar daerah, konsumsi per kapita antar daerah, maupun banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Distribusi pendapatan menguraikan bagaimana tingkat pendapatan masyarakat pada suatu negara ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Pembagian pendapatan antar golongan pendapatan (Size distribution of income) atau ketimpangan pendapatan secara relatif.

2. Pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan (Urban rural income disparities).

3. Pembagian pendapatan antar daerah (regional income disparities).

C. Konsep Ekonomi

Menurut Adam Smith dalam bukunya Sadono yang berjudul Ekonomi Pembangunan (2006:244), mengemukakan bahwa pelopor ilmu ekonomi dan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijakan laissez-faire. Kebijakan laissez-faire adalah kebijakan yang sifatnya memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan kegiatan yang disukainya, dan sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.
Selanjutnya, Sadono (2006:244-245), mengemukakan bahwa faktor yang menentukan pembangunan perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan di antara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses pertumbuhan ekonomi akan terus menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembangian kerja dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas.
Menurut Adam Smith dalam Sadono (2006:245), mengemukakan bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena ia akan memperluas pasar, dan perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini pekerja akan menerima upah yang sangat minimal, yaitu upah hanya mencapai tingkat cukup hidup.
Sedangkan menurut Ricardo dalam Sadono (2006:245-246), mengemukakan bahwa  pola proses pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak. Sebagai akibatnya, para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung kepada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula.

2. Karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah ini mendorong pertambahan penduduk.

3. Tingkat Upah akan menurun dan pada akhirnya akan berada pada tingkat yang minimal. Pada tingkat ini perekonomian akan mencapai stationary state. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.
Menurut Simanjuntak (2003:143), mengemukakan bahwa salah satu sistem perekonomian yang ada didunia adalah sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi dimana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan pruduksi terutama untuk penjualan. Tujuan dari pemilikan pribadi tersebut adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lumayan dari penggunaan kekayaan produktif.
Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan pembangunan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun demikian pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring modernisasi pertanian ternyata membawa konsekuensi berupa kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara petani kaya dan petani miskin. Kapitalisme yang masuk melalui kebijakan pembangunan perkebunan telah menyebabkan penguasaan lahan oleh sekelompok kecil masyarakat sehingga menyebabkan perubahan struktur dan dinamika sosial. (Simanjuntak, 2003:144)
D. Konsep Pajak
Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009.1), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.
Menurut Mardiasmo (2009:311), mengemukakan bahwa asas pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.
Selanjutnya, Mardiasmo (2009:311-312), mengemukakan bahwa bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan; jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terpenting. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor seperti; letak, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor seperti; bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan dan lain-lain. (Mardiasmo, 2009:313).
Menurut Mardiasmo (2009:316-317), mengemukakan bahwa subjek pajak antara lain:
1. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2. Subjek pajak sebagai dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktur jenderal pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang pajak bumi dan bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak. (Mardiasmo, 2009:312).
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disebutkan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah daerah tingkat I dan Tingkat II dan sisanya untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah, hasil penerimaan PBB ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Waluyo (2003:81), mengemukakan bahwa pajak ialah; iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (tegenprestatie) yang langsung dapat ditinjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak merupakan iuran kepada negara.
2. Rakyat tidak dapat kontribusi secara langsung.
3. Digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah.
Menurut Smeets sebagaimana dikutip oleh Gie (2003:29), mengemukakan bahwa pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian pajak adalah:

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara, bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya bahwa utang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayar pajak atau wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban itu.
E. Fungsi Pajak
Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya yaitu menurut Waluyo (2003:98), mengemukakan fungsi pokok pajak ada 2 (dua), yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur  (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kedua fungsi pajak tersebut di atas, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan seimbang. Ketika salah satu fungsi diabaikan, maka akan terjadi persoalan, yaitu perlawanan-perlawanan dari wajib pajak. 

Menurut Mardiasmo (2006:8), mengemukakan tentang hambatan dalam pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif, masyarakat menjadi pasif membayar pajak disebabkan antara lain: perkembangan intelektual dan moral masyarakat ,system perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanaan aktif, masyarakat secara aktif melawan melalui usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang, yaitu menggelapkan pajak.
F. 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2009:8-9), mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang merupakan hambatan terhadap pemungutan pajak, faktor hambatan tersebut yaitu:
1. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

G. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu penulis melihat dan memantau bahwa penerimaan PBB di Desa tersebut, mempunyai dampak yang kurang difungsikan atau kurang tepat sasaran kepada pembangunan, utamanya dalam hal pembangunan fisik.
Populasi menurut Sugiyono (2002:57), adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kreatifivitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Arikunto (2001:113), mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 59 orang.
Kepala Desa Wanio Timoreng dijadikan sebagai informan dalam memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian nantinya.
Menurut Subagyo (2003:73), bahwa tidak ada ketetapan mutlak dalam penentuan sampel yang diteliti, jadi peneliti tidak ada keraguan dalam menetapkan besarnya sampel yang diteliti.

Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dari populasi. Karena populasi tersebut di atas tidak terlalu besar, maka penulis mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang  berjumlah 59 orang.

Penentuan sampel tersebut berdasarkan teori Arikunto yang mengemukakan bahwa apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus (2001:115).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian tentang pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB
2. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada para responden sesuai dengan objek penelitian

3. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan informan kunci yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
4. Studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan membaca dan mengumpulkan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Analisis data merupakan bagian yang penting dalam proses penelitian untuk dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalahnya dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menganalis data dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan ditulis dan diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Agar data yang diperoleh memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan untuk mempermudah mencarinya kembali, diperlukan laporan-laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan dalam hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya.
2. Display data, yaitu data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk tabel agar dapat dilihat gambarannya secara umum, sehingga penulis dapat menguasai data untuk menarik kesimpulan.
H. Hasil Penelitian

1. Ada Tidaknya Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Sesuai hasil penelitian melalui angket kuisioner yang telah diisi oleh responden, maka diperoleh data atau jawaban bahwa ternyata ada pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Timoreng Panua. Olahan datanya menunjukkan bahwa di antara 59 orang responden, paling banyak yang memberikan jawaban ada yaitu 53 orang (89,83%), dan hanya 6 orang atau hanya 10,17% responden yang memberikan jawaban tidak ada. Jadi penulis menyimpulkan bahwa ada pengaruhnya tingkat pendapatan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Desa Wanio Timoreng.
2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar PBB di Desa Wanio Timoreng
Dari hasil penelitian tersebut di atas, yang menguraikan bahwa ada pengaruhnya tingkat pendapatan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Desa Timoreng Panua, diperoleh juga data bahwa ternyata pengaruh tingkat pendapatan masyaraka tersebut membawa pengaruh baik. Hal ini sesuai jawaban responden di mana terdapat 56 orang (94,92%) responden yang memberikan jawaban baik, menyusul ada 2 orang (3,39%) responden yang menilai sangat baik, dan hanya 1 orang atau hanya 1,69% responden yang menilai kurang baik, sedangkan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Desa Wanio Timoreng adalah baik. 
Untuk mencocokkan jawaban responden tersebut di atas, penulis melakukan penelusuran data melalui wawancara dengan Bapak Kepala Desa Timoreng Panua (Bapak M. Jufri), dan beliau mengatakan bahwa:
“Semakin meningkat pendapatan masyarakat, maka semakin baik kesadaran masyarakat tersebut dalam membayar PBB-nya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan biasanya masyarakat datang sendiri ke kantor desa, namun bagi masyarakat yang pendapatannya rendah biasanya sering terlambat membayar PBB-nya”.
Dari jawaban responden dan jawaban informan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Desa Wanio Timoreng adalah baik.
3. Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Wanio
Sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden melalui angket kuisioner, maka didapat data bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Desa Wanio Timoreng dalam dalam kategori ”sedang”. Secara rinci olahan data menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Desa Wanio Timoreng yaitu dalam kategori “sedang”. Hal tersebut ditandai dengan adanya 50 orang (84,75%) responden yang memberikan jawaban sedang, dan hanya 1 orang (1,69%) responden yang memberikan jawaban tinggi, serta responden yang memberikan jawaban rendah hanya sedikit yaitu hanya 8 orang atau hanya 13,56%. Jadi penulis menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Desa Wanio Timoreng yaitu dalam kategori sedang.
4. Tingkat Perekonomian Masyarakat
Selain tingkat pendapatan masyarakat di Desa Wanio Timoreng yang dalam kategori “sedang”, tingkat perekonomian masyarakat di desa tersebut juga dalam kategori “sedang”. Hal ini sesuai dengan data atau jawaban responden menjelaskan bahwa paling banyak responden yaitu 52 orang (88,14%) memberikan jawaban sedang, dan ada 1 orang (1,69%) responden yang memberikan jawaban tinggi, dan hanya ada 6 orang (10,17%) responden yang memberikan jawaban rendah. Dari hasil olahan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat di Desa Wanio Timoreng yaitu dalam kategori “sedang”.
5. 
Kesadaran Masyarakat dalam Membayar PBB, Dilihat dari Segi Tingkat Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat 
Sesuai data yang diperoleh melalui jawaban responden pada angket kuisioner, maka diperoleh data bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dilihat dari segi tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat di Desa Wanio yaitu baik. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang data tersebut, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden memberikan jawaban baik, yaitu ada 57 orang (96,61%), dan hanya 2 orang (3,39%) responden yang memberikan jawaban kurang baik. Dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dilihat dari segi tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat di Desa Wanio Timoreng yaitu baik.
6. Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Mengenai prosedur pembayaran PBB di Desa Wanio Timoreng, diperoleh data bahwa prosedurnya mudah. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden di mana paling banyak responden yaitu 50 orang (84,75%) responden yang memberikan jawaban bahwa prosedur pembayaran PBB adalah mudah, dan bahkan ada 6 orang (10,17%) responden yang memberikan jawaban sangat mudah, dan hanya 1 orang (1,69%) responden yang memberikan jawaban kurang mudah, serta hanya 2 orang atau hanya 3,39% responden yang memberikan jawaban tidak mudah. Dengan persentase jawaban respoden pada tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembayaran PBB di Desa Wanio Timoreng adalah mudah.
7. Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Membayar PBB

Dengan didukungnya oleh prosedur pelayanan pembayaran PBB yang mudah seperti yang telah diuraikan pada tabel 4.15, maka pemahaman masyarakat pun juga semakin baik. Hal demikian sesuai jawaban responden yang menjelaskan bahwa paling banyak responden memberikan jawaban baik tentang pemahaman masyarakat membayar PBB, yaitu ada 57 orang (96,61%) yang menjawab demikian, dan hanya 2 orang (3,39%) responden yang memberikan jawaban kurang baik. Sedangkan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat dalam membayar PBB di Desa Wanio Timoreng yaitu baik.

8. Ketepatan Waktu Masyarakat Membayar PBB
Oleh karena adanya pemahaman yang baik masyarakat dalam membayar PBB, maka masyarakat dalam membayar PBBny adalah tepat waktu. Hal demikian sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 43 orang (72,88%) yang memberikan jawaban tepat waktu, menyusul ada 1 orang (1,69%) responden yang memberikan jawaban sangat tepat waktu, dan hanya 13 orang (22,03%) responden yang memberikan jawaban kurang tepat waktu, serta hanya 2 orang (3,39%) responden yang memberikan jawaban tidak tepat waktu. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB di Desa Wanio Timoreng adalah tepat waktu.
9. Peruntukan Hasil Pemungutan PBB untuk pembangunan 
Sesuai hasil penelitian bahwa responden telah menilai bahwa peruntukan hasil pemungutan PBB yang digunakan untuk pembangunan yaitu responden menilai baik. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hal itu, berikut olahan datanya yang menunjukkan bahwa paling banyak responden memberikan jawaban baik, yaitu ada 53 orang (89,83%), menyusul ada 3 orang (5,08%) responden yang memberikan jawaban sangat baik, dan hanya 3 orang (5,08%) responden yang memberikan jawaban kurang baik. Sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak baik adalah tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa peruntukan hasil pemungutan PBB dalam pembangunan di Desa Wanio Timoreng adalah dinilai baik oleh responden.
10. Fungsi Pajak
Hasil penelitian tentang fungsi pajak adalah sudah dinilai baik oleh responden, hal ini sesuai jawaban responden di mana terdapat 50 orang (84,75%) responden yang memberikan jawaban baik, menyusul 5 orang (8,47%) responden yang memberikan jawaban sangat baik, dan hanya 4 orang (6,78%) responden yang memberikan jawaban kurang baik, dan tidak ada orang responden yang memberikan jawaban tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak apabila dilihat dari segi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintah yaitu sudah baik.
11. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Hasil Dan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Hasil penelitian tentang peningkatan pembangunan infrastruktur desa melalui hasil dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Wanio, yaitu sesuai dengan jawaban responden pada angket kuisioner, adalah dinilai meningkat oleh responden. Untuk mengetahui hal itu, berikut olahan datanya menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 48 orang (81,36%) responden yang memberikan jawaban meningkat, dan hanya 9 orang (15,25%) yang memberikan jawaban kurang meningkat, dan 2 orang saja responden yang memberikan jawaban tidak meningkat. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur desa melalui hasil dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Wanio adalah sudah meningkat
I. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

1. Masyarakat Yang Enggan Atau Sering Terlambat Untuk Membayar PBB
Sesuai dengan hasil penelitian melalui jawaban responden pada angket kuisioner, didapat data bahwa responden menilai apabila ada masyarakat yang enggan atau sering terlambat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, maka hal itu dapat menghambat pembangunan di Desa Wanio Timoreng. Untuk mengetahui persentase jawaban responden mengenai hal itu, berikut olahan datanya menunjukkan bahwa paling banyak responden yaitu ada 53 orang (89,83%) responden yang memberikan jawaban menghambat pembangunan, menyusul ada 3 orang (5,08%) responden yang memberikan jawban sangat menghambat pembangunan, sedangkan hanya 3 orang (5,08%) responden yang memberikan jawaban tidak menghambat pembangunan. Jadi penulis berkesimpulan bahwa pengaruh apabila ada masyarakat yang enggan atau sering terlambat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Wanio adalah dapat menghambat pembangunan di Desa Wanio Timoreng.
2. Sistem Perpajakan yang Masih Sulit Dipahami oleh Masyarakat, dan Apabila Belum Ada Kontrol yang Baik yang Dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pelaksanaan Perpajakan 
Sesuai dengan hasil penelitian bahwa apabila sistem perpajakan yang masih sulit dipahami oleh masyarakat dan apabila belum ada kontrol yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan, maka hal itu merupakan faktor penghambat. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden yang menunjukkan bahwa di antara 59 orang responden, paling banyak yaitu ada 31 orang responden yang memberikan jawaban menghambat, menyusul ada 25 orang (42,37%) responden yang memberikan jawaban sangat menghambat, dan hanya 1 orang (1,69%) responden yang memberikan jawaban kurang menghambat, serta hanya 2 orang (3,39%) responden yang memberikan jawaban tidak menghambat. dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa apabila sistem perpajakan yang masih sulit dipahami oleh masyarakat dan apabila belum ada kontrol yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan, maka hal itu merupakan faktor penghambat.
J. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB di Desa Wanio Timoreng dengan hasil penelitian yaitu 94,92% baik. Tingkat pendapatan masyarakat dengan hasil penelitian yaitu 84,75% dalam kategori sedang. Tingkat perekonomian masyarakat dengan hasil penelitian yaitu 88,14% dalam kategori sedang. Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB dilihat dari segi tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat yaitu 96,61% baik. Prosedur pembayaran PBB dengan hasil penelitian yaitu 84,75% mudah. Pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar PBB dengan hasil penelitian yaitu 96,61% baik. Ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB dengan hasil penelitian yaitu 72,88% tepat waktu. Peruntukan hasil pemungutan PBB untuk pembangunan dengan hasil penelitian yaitu 89,83% baik. Fungsi Pajak, Dilihat dari Segi Pajak Sebagai Sumber Dana Bagi Pemerintah dalam Membiayai Pengeluaran Pemerintah dengan hasil penelitian yaitu 84,75% baik. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Hasil dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 81,36% meningkat. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi apabila ada masyarakat yang enggan atau sering terlambat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan hasil penelitian 89,83% menghambat. Apabila sistem perpajakan yang masih sulit dipahami oleh masyarakat dan apabila belum ada kontrol yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan hasil penelitian 52,54% menghambat. 
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